BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari serangkaian pembahasan pada bab sebelumnya,
maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan dari hasil
penelitiana dan pembahasan yang peneliti jabarkan guna
menjawab rumusan masalah yang telah di terangkan di awal.
1. Bagaimana pelaksanaan jual beli telur penyu di pasar
perikanan pulau baai kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan
jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota
Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan jual beli
telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu
masih terjadi secara terbuka maupun terselubung,
meskipun telur penyu merupakan satwa yang dilindungi
dan perdagangannya dilarang oleh hukum. Praktik ini
umumnya didorong oleh faktor ekonomi, permintaan
konsumen, serta kurangnya Kkesadaran masyarakat
terhadap aturan perlindungan satwa. Pengawasan dan
penegakan hukum dinilai belum maksimal sehingga
aktivitas jual beli masih berlangsung. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan edukasi, pengawasan, dan
penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi

kelestarian penyu.
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2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang
dilindungi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan
Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli telur
penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi, dapat
disimpulkan bahwa Menurut Hukum Ekonomi Syariah,
jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang
dilindungi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan
prinsip kemaslahatan dan larangan merusak lingkungan
(fasad). Selain itu, karena negara telah melarang
perdagangannya demi menjaga kelestarian, maka menaati
aturan tersebut menjadi kewajiban (taat ulil amri). Dengan
demikian, transaksi tersebut dipandang tidak sah dan
haram karena objeknya merugikan serta melanggar
hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual
beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota
Bengkulu, maka penulis memberikan saran Perlu adanya
pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas
terhadap praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan
Pulau Baai Kota Bengkulu. Pemerintah bersama aparat
terkait hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang

larangan perdagangan satwa dilindungi serta dampak
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kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu,
penting untuk menyediakan alternatif mata pencaharian
bagi pedagang agar tidak lagi bergantung pada penjualan
telur penyu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Hukum
Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang
berasal dari satwa yang dilindungi, maka penulis
memberikan saran Berdasarkan pandangan Hukum
Ekonomi Syariah, masyarakat sebaiknya tidak melakukan
jual beli telur penyu karena bertentangan dengan prinsip
kemaslahatan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah
dan tokoh agama perlu meningkatkan edukasi tentang
larangan syariah dan hukum positif terkait perdagangan
satwa dilindungi. Selain itu, perlu adanya penegakan
hukum yang tegas serta pemberdayaan ekonomi alternatif
bagi masyarakat agar tidak bergantung pada praktik yang

dilarang tersebut.
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